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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

p—t

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang
APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen
pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang
ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk memperoleh persetujuan bersama.

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2015 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati
bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada
tanggal 31 Juli 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



10.

1.
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45795);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata
Cara pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana
Bagi Hasil Cukai Tembakau;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2004 Nomor 45/E, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 103) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor S5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2007 Nomor S/E, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor S/E);
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Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005 Nomor
3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Nomor 104);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor
15/A);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2008 Nomor 5/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor
18/D;

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor
7/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor
1/B);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun
2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2011 Nomor 5/B, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2/B);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun
2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2011 Nomor 13/B, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3/B);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun
2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 6/B, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4/B);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2011 Nomor 7/B, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5/B);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun
2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 8/B,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor
6/B);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun
2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah

Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 9/B, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7/B);
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Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun
2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2011 Nomor 10/B, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/B);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun
2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2011 Nomor 11/B, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 9/B);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun
2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 12/C,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor
1/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 23 Tahun
2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011
Nomor 13/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 2/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 25 Tahun
2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 15/C, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 26 Tahun
2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor
16/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Nomor 5/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 27 Tahun
2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor
17/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Nomor 6/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 28 Tahun
2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor
18/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Nomor 7/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 29 Tahun
2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 19/C, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor
8/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 30 Tahun
2010 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 20/C, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor
9/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 31 Tahun
2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 21/C,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2011 Nomor 10/C);
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Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 32 Tahun
2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 22/C, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor
11/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun
2012 tentang Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor
3/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun
2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2012 Nomor 4/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun
2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 5/C,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2012 Nomor 5/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun
2012 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 6/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2012 Nomor 1/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 1/B);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun
2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 9/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 10/E,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor
10/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun
2015 tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor
4/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun
2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah
Sakit Umum Daerah Ploso (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2015 Nomor 5/C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan
BUPATI JOMBANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp 2.217.780.745.350,00
2. Belanja Daerah Rp 2.479.300.933.570,00
Defisit Rp (261.520.188.220,00)
3. Pembiayaan Daerah Rp 261.520.188.220,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan Rp -
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 1 terdiri dari :

a.

Pendapatan Asli Daerah
sejumlah Rp 309.510.453.310,00

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp1.584.391.257.040,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah
yang Sah sejumlah Rp 323.879.035.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.
b.
3

Pajak Daerah sejumlah Rp 67.250.060.000,00
Retribusi Daerah sejumlah Rp  36.883.310.055,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan

sejumlah Rp. 3.083.855.255,00
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah sejumlah Rp 202.293.228.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a.,

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan
Pajak sejumlah Rp. 69.486.953.000,00

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 1.111.301.450.000,00

C.

Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 403.602.854.040,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.
b,

Pendapatan hibah Rp. 780.340.000,00
Bagi hasil pajak dari provinsi dan
dari pemerintah daerah lainnya

sejumlah Rp. 86.217.661.000,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus Rp. 45.035.219.000,00
Bantuan Keuangan dari Rp. 191.745.815.000,00

Pemerintah Pusat
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
dari Provinsi sejumlah Rp. 100.000.000,00



Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka
2 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung

sejumlah Rp 1.516.619.689.754,00
b. Belanja Langsung
sejumlah Rp 962.681.243.816,00

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 1.106.361.154.958,00
b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 30.069.486.490,00
c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 3.005.000.000,00
d. Belanja Bantuan Keuangan

sejumlah Rp 376.184.048.306,00
e. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00

(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 56.140.599.205,00
b. Belanja Barang dan Jasa
sejumlah Rp 477.230.595.924,00
c. Belanja Modal sejumlah Rp 429.310.048.687,00
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp 261.520.188.220,00

b. Pengeluaran sejumlah Rp 0,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

sejumlah Rp 261.520.188.220,00
b. Pencairan Dana Cadangan Rp. -
b. Penerimaan kembali Investasi Non

Permanen sejumlah Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pembiayaan Penyertaan Modal (investasi)
pemerintah daerah sejumlah Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
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Lampiran [
Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII
Lampiran XIII
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: Ringkasan APBD;
: Ringkasan APBD  Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi
SKPD;

: Rincian APBD Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

: Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,
Program dan Kegiatan;

: Rekapitulasi Belanja Daerah untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,;

: Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan

Per Jabatan;

: Daftar Piutang Daerah;
: Daftar Penyertaan Modal (Investasi)

Daerah;

: Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

: Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Lainnya;

: Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran

Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali dalam Tahun
Anggaran Ini;

: Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi

Daerah.

Pasal 6

(1) Untuk keperluan mendesak dan keadaan darurat,
Pemerintah Kabupaten Jombang dapat melaksanakan
program dan kegiatan yang belum tersedia dan/atau tidak
cukup anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

(2)

Kritera keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah daerah dan tidakdapat diprediksikan

sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;

dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan

darurat.



11

(3) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya,
yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan
APBD.

(4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia
anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
menggunakan belanja tidak terduga.

(5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat
dilakukan dengan cara:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian
target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun
anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkanuang kas yang tersedia.

(6) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk
belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya
ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

(7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah
daerah dan masyarakat.

(8) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan
kegiatan lainnya dalam tahun anggaran Dberjalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diformulasikan
terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

(9) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diformulasikan terlebih dahulu
dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat
bencana.

(10)Belanja kebutuhan tanggap darurat bencanasebagaimana
dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan pembebanan
langsung pada belanja tidak terduga.

(11)Belanja kebutuhan tanggap darurat bencanasebagaimana
dimaksud pada ayat (9) digunakan hanya untuk pencarian
dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat,
evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi,
pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan
serta tempat hunian sementara.

(12)Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan
pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat
bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut:
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a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala
daerah, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi
penanggulangan bencana mengajukan Rencana
Kebutuhan Belanja(RKB)tanggap darurat bencana kepada
PPKD selaku BUD;

b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat
bencana kepada Kepala SKPDyang melaksanakan fungsi
penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari
kerja terhitung sejak diterimanya RKB;

c. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan
dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada
bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi
penanggulangan bencana;

d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada
Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran
pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan
bencana;

e. kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan
bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan
terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana
yang dikelolanya; dan

f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap
darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang
melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada
PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang
sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab
belanja.

(13)Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya
perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan
pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi
anggaran.

(14)Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (13) diformulasikan terlebih dahulu
dalam RKA SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-
SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris
daerah.

(15)Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam
keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (6) terlebih dahulu diaturdengan peraturan kepala
daerah

Pasal 7

Ketentuan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan
operasional pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati.
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Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal
BUPATI JOMBANG,

— A

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal
EKRETARIS DAERAH

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 431-14/
2015

DAHUKUM (WHUK UM 0\HIMPUNAN PERDAPERDA 2015\14 TH 2015 APBD 2016.doc



